BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian;

. bahwa tariff retribusi pemakaian kekayaan Daerah berupa

alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Bangka lebih
tinggi dari harga pasaran sewa alat berat milik swasta dan
tidak sesuai dengan kondisi alat yang sudah ada;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan tarif
Retribusi Pemakaian Pemakaian Kekayaan Daerah berupa
alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Bangka yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Termasuk Kotaparaja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan  Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor
1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2015 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BERUPA  ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.
Bupati adalah Bupati Bangka.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Instansi adalah satuan kerja perangkat Daerah di Kabupaten Bangka yang
menyelenggarakan urusan bidang perdagangan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.



PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB 11

BERUPA ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Pasal 2

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa alat berat milik
Pemerintah Kabupaten Bangka :

NO | SARANA/PRASARANA PE;'(A\)II__lILEJI’—\IIAN TARIF ‘3/'\/6\2]:(;':'(6 KET
1. | Motor Grader 2015 Rp. 325.000,- Per-Jam
2. | Wheel Loader 1991 Rp. 250.000,- Per-Jam
3. | Bachoe 2004 Rp. 250.000,- Per-Jam
4. | Roller 3 W 6-8 Ton 1985/1993 Rp. 125.000,- Per-Jam
5. | Vibrator Roller 2007 Rp. 225.500,- Per-Jam
6. | Dump Truck 2007 Rp. 55.000,- Per-Jam
7. | Generator 1993 Rp. 334.000,- Per-Jam
8. | Tyre Roller 1988 Rp. 215.000,- Per-Jam
9. | Truck Plat Bad 1988 Rp. 55.000,- Per-Jam
10. | Truck Crane 1988 Rp. 98.000,- Per-Jam
11. | Excavator 2013 Rp. 165.000,- Per-Jam
12. | Buldoser - Rp. 491.000,- Per-Jam
13. | Trailer - Rp. 316.000,- Per-Jam
14. | Cutting Asphalt 2013 Rp. 25.000,- Per-Jam




BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 22 Januari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK |
NIP. 19660608 198603 1 004



